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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keunikan Nagari Lasi, salah satunya yaitu
bertahannya larangan perkawinan sesuku secara kental, walaupun telah terjadi tranformasi hukum
dalam masyarakat Minangkabau secara umum. Penelitian ini membahas pertimbangan kaum adat
dan dampak larangan kawin sesuku di salingka Nagari Lasi, tanggapan masyarakat terhadap adanya
sanksi kawin sasuku dan analisa hukum Islam terhadap larangan kawin sesuku. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan kaum adat dan dampak larangan kawin
sesuku di salingka Nagari Lasi, untuk mengetahui tanggapan terhadap adanya sanksi larangan
kawin sesuku, serta untuk mengungkap analisa hukum Islam terhadap larangan kawin sesuku. Jenis
penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Sebagai sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu niniak mamak,
pemuka agama, tokoh-tokoh dan cadiak pandai. Data didapatkan dari wawancara. Teknik Analisa
data menggunakan: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sementara Teknik
penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Pertimbangan kaum adat dan tanggapan mereka terhadap larangan kawin sasuku adalah agar
jangan terjadi perpecahan dalam masyarakat yang menyebabkan satu pihak dianggap melanggar
adat yang satu pihak lain bersikukuh dengan adat. Dampak pertimbangan kaum adat Nagari Lasi
terhadap orang yang melanggar kawin sasuku merupakan melanggar adat secara utuh yang
mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial dan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat.
Tanggapan pemuka masyarakat, bundo kanduang, generasi muda menganggap bahwa kawin sasuku
ini sebagai larangan adat yang telah berlaku secara turun temurun di salingka Nagari Lasi yang
wajib dipatuhi sehingga apabila larangan ini dilakukan atau dilanggar oleh masyarakat salingka
Nagari Lasi akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan. Dilihat dari perspektif hukum Islam
larangan kawin sasuku tidak ada persoalan dalam hukum Islam karena tidak membatalkan hal-hal
yang dianjurkan dalam hukum Islam, akan tetapi hanya dilarang menurut adat dan jika melanggar
dikenakan sanksi menurut adat.

Kata Kunci: Larangan Kawin Sesuku, Kaum Adat, Hukum Islam.

Abstract
This research is motivated by the many unique characteristics of Nagari Lasi, one of which is the
strong persistence of the prohibition against intra-clan marriage, despite the broader
transformation of customary law within Minangkabau society. This study discusses the
considerations of traditional leaders) and the impacts of the intra-clan marriage prohibition in the
Nagari Lasi area, the community’s response to the sanctions imposed on those who violate this
prohibition, and an Islamic legal analysis of the custom. The purpose of this study is to explain the
considerations of traditional leaders and the impact of the prohibition on intra-clan marriage in the
Nagari Lasi area, to understand the community’s response to the sanctions, and to explore the
Islamic legal perspective on this customary restriction. This research falls into the category of field
research and is descriptive in nature, utilizing a qualitative approach. The primary data sources
include traditional leaders, religious figures, community leaders, and intellectuals. The data were
obtained through interviews. The data analysis techniques employed include data reduction, data
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presentation, and drawing conclusions. Meanwhile, the validity of the data was ensured through
source triangulation. The research findings show that the considerations and responses of
traditional leaders regarding the intra-clan marriage prohibition are aimed at preventing social
division within the community, which could arise when one party is seen as violating tradition
while the other remains committed to upholding it. Violating this norm is considered a complete
breach of local custom, resulting in social gaps and becoming a subject of public gossip.
Community responses from traditional leaders, bundo kanduang (matriarchal figures), and the
younger generation indicate that intra-clan marriage is regarded as a long-standing customary
prohibition in the Nagari Lasi area that must be obeyed. Therefore, if a member of the community
violates this prohibition, sanctions will be imposed based on mutual agreement. From the
perspective of Islamic law, there is no legal issue concerning intra-clan marriage, as it does not
invalidate any principles encouraged by Islamic teachings. However, the prohibition is rooted in
custom, and any violations are subject to customary sanctions rather than religious penalties.
Keywords: Prohibition On Intermarriage, Traditional Groups, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pihak lain dan tidak bisa
hidup tanpa manusia lain. Salah satu hubungan dengan orang lain adalah dengan
perkawinan. Perkawinan harus dilakukan menurut kesadaran sebagaimana yang disebutkan
pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan
bahwa “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaan itu”. Sehingga legalitas suatu perkawinan menurut hukum di Indonesia
adalah berdasarkan hukum agama dan hukum adat tertentu (Afwadi 2010).

Perkawinan adalah salah satu sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat
pahala, apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak
mengikuti sunnah Rasul (Rafig 1998). sesuai dengan hadis nabi yang berbuny|
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Artinya: "Nabi saw. bersabda, “Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan
sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku™.

Hukum islam juga mengenal adanya larangan perkawinan, diantaranya terdapat
ketentuan bahwa orang yang tidak boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yang
disebut muhrim, disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan, dan pertalian
sepersusuan. Begitu jelas islam menjelaskan tentang hakekat dan arti pentingnya
perkawinan, bahkan dalam beberapa undang-undang masalah perkawinan diatur secara
khusus (Indrawati et al., 2019). Seperti, UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan lainnya.

Dalam hukum perkawinan islam dikenal sebuah asas yang disebut dengan
selektivitas, yang berarti bahwa seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan
terlebih dahulu harus melakukan seleksi dengan siapa boleh menikah dan dengan siapa
dilarangnya menikah (Munthe & Hidayani, 2017). Hal ini akan menjaga pernikahan yang
dilangsungkan tidak melanggar aturan yang ada. Terutama apabila perempuan yang hendak
dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam islam dikenal dengan istilah mahram
(orang yang haram untuk dinikahi) (Muhajarah, 2018).

Sebagalmana disebut dalam QS. An-Nisaa’ ayat 23:
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Artinya: ”Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang
perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan,
ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu
(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari
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istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan
sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu)
istri-istri  anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam
pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat diatas ulama figih membagi mahram menjadi dua macam, pertama
mahram mu’aqqad, larangan untuk waktu tertentu seperti mengawini dua orang saudara
dalam satu masa, poligami diluar batas, larangan karena beda agama, larangan karena
perzinaan, menikahi wanita dalam masa Idah dan lainnya. kedua mahram mu’abbad,
larangan untuk selamanya seperti wanita seketurunan, wanita sepersusuan, wanita yang
haram dikawini karena hubungan perkawinan yang diantaranya wanita yang telah dikawini
oleh ayah atau ibu tiri, ibu istri atau mertua, dan anak dari istri dengan ketentuan istri itu
telah digauli.

Penelitian oleh Femilya Herviani, 2019 dengan judul Larangan Menikah Sesuku
dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari‘ah: Studi Di Nagari Lareh Nan
Panjang Kota Padang Panjang, hasil penelitian di dapatkan pertama; pernikahan di
Minangkabau bisa berlanjut jika kedua pasangan tidak sesuku, tetapi jika sesuku, maka
pernikahan itu akan di cegah oleh para Mamak (Paman). Kedua; kajian hukum Saddu al-
Dzari‘ah sejalan dengan dilarangnya menikah sesuku, karena adanya sanksi diusir dari
kampung, dikucilkan dari masyarakat dan dikeluarkan dari suku, yaitu termasuk kepada:
“Dzari‘ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak dutujukan untuk kerusakan, namun
biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari
kebaikanya”, dan “dzari‘ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut
kebanyakanya”.

Pada adat minangkabau terdapat larangan perkawinan yang biasa disebut dengan
“perkawinan pantangan”. Perkawinan pantangan adalah perkawinan yang dapat merusak
struktur adat antara dua orang yang berasal dari suku yang sama atau dari suku yang
serumpun, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal. Dalam peraturan
adat di Minangkabau pasangan yang akan menikah adalah pasangan yang berbeda suku
(eksogami) bukan satu suku (endogami). Adapun terkait sistem perkawinannya
menggunakan eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal, yaitu suatu sistem yang
memperbolehkan seseorang menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda
dengannya, sehingga memberikan pengaruh yang kuat untuk keturunannya kelak (Yona
Ronanda, 2023).

Nagari Lasi memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut adalah
bertahannya larangan perkawinan sesuku secara kental, walaupun telah terjadi tranformasi
hukum dalam masyarakat Minangkabau secara umum. Dimana beberapa daerah di
Minangkabau telah terjadinya pergeseran yang memperbolehkan pernikahan sesuku,
sedangkan yang terjadi di dalam masyarakat Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten
Agam, seseorang yang memiliki suku yang sama dilarang untuk melakukan sebuah
pernikahan, atau suatu suku yang sama dengan suku yang lain dilarang untuk menjalin
hubungan pernikahan. Hal-hal demikian tidak diperbolehkan bahkan larangan keras. Jika
terjadi pelanggaran, maka kepada mereka yang melanggar (sipelanggar) akan diberikan
sanksi moral seperti dibuang sepanjang adat (dikucilkan dari pergaulan bermasyarakat), dan
membayar denda lainnya yang tergantung pada keputusan adat. bukan saja sipelaku
(sipelanggar) menanggung resikonya, bahkan keluarga besar beserta kepala kaumnya
menanggung akibatnya.

Pemberlakuan semua sanksi diatas tergantung kepada kesepakatan kaum dan pemuka
adat beserta kerapatan adat nagari (adat urang sapuluah). Peraturan adat Minangkabau
sangat mengikat anggota masyarakat adat, sehingga masyarakat tidak bisa seenaknya saja
dalam melangsungkan perkawinan. Nagari Lasi masih mempertahankan adat nan diadatkan,
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yang merupakan adat yang dirancang secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu
terkait perkawinan sesuku. Berdasarkan fenomena di atas terlihat bahwa menurut ketentuan
perkawinan dalam hukum Islam, tidak ada larangan perkawinan yang disebabkan oleh
status satu suku adat (sesuku) dan larangannya hanya terdapat pada hukum adat di
Minangkabau. Secara nyata terlihat perbedaan aturan perkawinan antara hukum adat di
nagari Lasi Kecamatan Canduang Kab. Agam dengan hukum Islam, melihat kondisi inilah
penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul Pertimbangan Kaum Adat Di
Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Tentang Larangan Kawin Sesuku
Perspektif Hukum Islam.B.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan tergolong dalam
jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh
pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan larangan kawin sesuku di Nagari
Lasi, baik ditinjau dari sudut pandang adat, respons sosial masyarakat, maupun analisis
dalam perspektif hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam
dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu niniak mamak, pemuka
agama, tokoh masyarakat, dan cadiak pandai. Para informan tersebut dipilih berdasarkan
kapasitas, pengalaman, serta peran aktif mereka dalam pelestarian dan pelaksanaan norma
adat dan nilai-nilai keagamaan di lingkungan Nagari Lasi. Wawancara dilaksanakan
menggunakan pedoman semi-terstruktur guna memungkinkan eksplorasi data yang lebih
terbuka dan mendalam. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sebagaimana
dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu: (1) reduksi data untuk menyaring informasi
relevan, (2) penyajian data dalam bentuk uraian naratif, dan (3) penarikan kesimpulan yang
didasarkan pada temuan lapangan. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data,
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data
dari berbagai jenis informan guna memperoleh informasi yang konsisten dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Kaum adat terhadap larangan kawin sasuku di nagari Lasi

Di Nagari Lasi masih berpegang teguh dengan aturan yang telah ditetapkan oleh
nenek moyang terdahulu terkait aturan larangan perkawinan sesuku yang tidak
diperbolehkan dalam satu nagari walaupun itu berbeda datuk. Selain itu ungkapan adat
Minangkabau yang mengatakan “suku nan indak bisa di asak, malu nan alun babagi,
(sehina semalu)”. Masyarakat Nagari Lasi membolehkan perkawinan antar suku dengan
catatan harus berasal dari Nagari yang berbeda, namun tidak memperbolehkan perkawinan
antar suku yang berasal dari Nagari yang sama atau satu rumpun, rumpun yang dimaksud
disini adalah menurut garis keturunan matrilineal, dimana ketentuan tersebut disebut
“eksogami matrilokal” atau “eksogami matrilineal”.

Perkawinan antar suku tidak baik, bagi pelaku yang yang melanggar akan dikenakan
hukum adat yang berat dan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada individu saja, akan
tetapi juga berdampak kepada seluruh anggota kaum dan penghulunya. Perkawinan suku
tidak dilihat dari segi halal atau haram, melainkan suatu perkawinan yang dibangun atas
dasar nilai-nilai moral dan raso jo pareso (perasaan dengan perasaan toleran) dan
merupakan suatu perjanjian atau sumpah yang berlangsung secara turun temurun. generasi
dari nenek moyang.

Perkawinan sasuku di nagari lasi tidak biasa dan tidak dibiasakan malahan dianggap
tabu oleh masyarakat dan juga inyiak Dt Dindiang Basa mengemukakan dilarang kawin
sasuku di lasi, baik sapayuang maupun berbeda payuang artinya:

a. Kalau dilangsungkan juga sama data sawah jo banda, dengan artian diharapkan
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keturanan itu dari lain suku bukan dari satu suku, untuk membedakan sawah jo
pamatang, ma nan sawah ma nan aliran.

b. Nikah sasuku tidak menjadi tradisi atau tidak biasa dilakukan di nagari lasi itu
ketentuan sejak nenek moyang terdahulu.

c¢. Urang sasuku di lasi adalah urang badunsanak atau bersaudara, raso badunsanak yang
harus di jaga, dibina dan dipertahankan. Karna niniak mamak di lasi indak kuniang
karano kunyik, indak lamak karano santan,demikian juga adat di lasi dibubuik ndak
amuah layua, diasak ndak namuah mati. Dengan artian tetap berprinsip dan pendirian,
hitam tahan tapo, putiah tahan sasah. (Dt Dindiang Basa, wawancara 13 Juli 2024)

Adapun dampak pertimbangan kaum adat nagari Lasi terhadap orang yang melanggar
larangan kawin sasuku adalah melihat adat di Minangkabau secara umum vyaitu terdapat
aturan mengenai larangan perkawinan, yang disebut “perkawinan pantang”. Perkawinan ini,
kendati tidak dilarang oleh Islam tetapi harus dihindari. Perkawinan pantang adalah
perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis
keturunan matrilineal, se-kaum atau se-suku meskipun tidak mempunyai hubungan
genealogis atau tidak se-nagari.

Dampaknya dalam hal ini akan muncul sikap melanggar adat. Sehingga sekurang-
kurangnya akan menjadi buah bibir di dalam masyarakat. Adapun dampak terhadap orang
yang melanggar larangan kawin sasuku di nagari lasi sebagai berikut:

Menurut bapak N. Dt. Palimo, S.H mengatakan bahwa,

Dampaknya diberikan sanksi sipelanggar dibuang sepanjang adat, mereka tidak diikut
sertakan saiyo satido di nagari. Untuk menghilangkan sanksi diatas dapat dilakukan dengan
cara pihak si pelanggar berta kaumnya melakukan jamuan terhadap niniak mamak urang
sapuluah dengan menyiapan 10 jamba masing-masing jamba satu ekor ayam singgang
setelah jamua baru disampaikan maksud untuk menghapuskan sanksi moral terhadap si
pelanggar. Setelah itu baru dibayarkan denda kepada KAN sesuai kesepakatan niniak
mamak urang sapaluah sebesar satu rupiah emas. (N. Dt. Palimo, S.H, wawancara 10 Juli
2024)

Menurut bapak Drs. ZWN Katik Tanameh mengatakan bahwa,

Dampaknya bagi orang/anggota kaum yang melanggar ketentuan dan aturan larangan
kawin sasuku di nagari lasi, dampaknya sangat negative. Bagi mereka yang melanggar akan
dikenakan sanksi sepanjang adat urang sapuluah antara lain mereka dibuang sepanjang
adat, maksudnya tidak diikutsertakan/ dikucilkan dalam bentuk kegiatan apapun di nagari,
sampai mereka menyadari kesalahannya dan kepada mereka dikenanakan sanksi:

1. Mereka diharuskan menaikan atau menjamu urang sapuluah dengan menyajikan
berupa ayam singgang sebanyak 12 ekor kepada niniak mamak urang 10,

2. Dari sanksi point 1 diatas, juga kepada si pelanggar diharuskan membayar denda ke
nagarai sesuai dengan kesepakatan niniak mamak urang sapuluah, kalau dahulu
dendanya satu ekor kerbau dan belakangan ini telah disepakati oleh niniak mamak
urang sapuluah barek diasak ka nan ringan diganti dengan uang mas senilai 1 rupiah
emas. Sanksi dimaksud diserahkan menurut adat kepada LAN/KAN. (Drs. ZWN Katik
Tanameh, wawancara 13 Juli 2024)

Dari hasil wawancara penulis tentang Dampak terhadap orang yang melanggar
larangan kawin sasuku di kanagarian lasi kecamatan canduang sebagaimana sudah
diuraikan diatas, dapat dipahami dan simpulkan adalah sebagai berikut :

Sanksi Moral: orang yang melakukan nikah sasuku disebut orang yang kumuah
(cacat) mereka tidak diundang dan tidak diikut sertakan dalam bentuk kegiatan apapun dan
meraka dibuang sepanjang adat sebelum di bersihkan.

Sanksi material: Diundang niniak mamak urang sapuuah disiapkan jamba sapuluah jo
ayam bakakang, artinya satu ekor ayam diateh jamba, kemudian di bantai satu ekor kerbau
kalau tidak dibantai kerbau di imbali dengan satu rupiah emas, dimana denda berbentuk
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uang sebesar satu rupiah sebagai tebusan kesalahan ke nagari yang diserahkan kepada

kerapatan adat nagari (KAN).

B. Tanggapan Masyarakat Tentang Sanksi Larangan Kawin Sasuku di Adat Salingka
Nagari

Menyangkut masalah sanksi terhadap sipelanggar yang melakukan pernikahan sesuku
menurut ketentuan adat urang sapuluah adat salingka nagari masyarakat nagari Lasi
memberi tanggapan sebagai berikut:

Menurut Ibu Dra. Farida selaku ketua bundo kanduang lasi mengemukakan bahwa,

“pada prinsipnya masyarakat lasi sangat mendukung dan setuju adanya sanksi bagi
sipelanggar atas larangan pernikahan sesuku yang telah ditetapkan dan disepakati oleh
niniak mamak kaum adat terdahulu yang berlaku sampai saat sekarang di adat salingka
nagari lasi. Hal ini didasari untuk mewujudkan kebersamaan dan kepatuhan masyarakat
terhadap aturan dan ketentuan yang ada. Kalau lah sekiranya sanksi ini ditiadakan mustahil
peraturan itu dapat diterapkan dan dijalankan menurut yang semestinya, untuk itu
masyarakat lasi sangat setuju diadakan sanksi terhadap sipelanggar ketentuan adat yang
telah disepakati.” (Dra. Farida, wawancara 23 Juli 2024)

Dari tanggapan masyarakat di atas mengenai sanksi larangan kawin sasuku yang
merupakan produk dari niniak moyang terdahulu (kaum adat) yang masih berlaku sampai
saat sekarang menurut adat urang sapuluah adat salingka nagari lasi kecamatan Canduang
kabupaten Agam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa masyarakat lasi sangat setuju adanya sanksi adat yang diberlakukan bagi
sipelanggar larangan kawin sasuku di adat salingka nagari Lasi kecamatan Canduang
kabupaten Agam atas beberapa dasar dan pertimbangan dari tanggapan masyarakat.

2. Masyarakat Lasi sangat setuju adanya sanksi karena sebagai pembatas untuk tidak
semena-mena dalam menjalankan aturan yang telah disepakati dan ditetapkan.

3. Masyarakat Lasi tidak mempermasalahkan dengan adanya sanksi Yyang
diberlakukannya larangan kawin sasuku di nagari Lasi.

4. Warga Lasi menghendaki kehidupan bermasyarakat yang nyaman, damai dan sejahtera
dalam mewujudkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya di tengah-tengah
masyarakat lasi.

Dengan demikian masyarakat nagari Lasi adalah masyarakat yang menginginkan
keamanan, kenyamanan, kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
Menyangkut sanksi larangan kawin sasuku, dari dahulu sampai sekarang tidak .ditemukan
adanya yang mempersoalan atau gejolak ditengah-tengah masyarakat.

Adapun Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap larangan perkawinan sesuku tidak
jauh berbeda dengan pandangan kaum adat bahwa larangan kawin sesuku merupakan
kesepakatan orang Minang. Dalam Islam tidak terdapat larangan nikah sesuku tetapi dalam
aturan adat melarang melakukan nikah sesuku. Terlihat jelas pada Al-quran surat An-Nisaa’
ayat 23-24 yang berbunyi:

éﬁ\,eguj\g\gs@\,uﬂ\u,;‘y\@,e’s&}(,smﬁsﬁ\ﬁsu,é“usbmﬁ
FUA Sid (g 2883 130585 21 ld (g e—*hd il fS-'Lw Ga S ,5A 8 s‘j‘ A5 &l gl asladll Ga
Gia ) 153 & a & Sal 38 La V) AN (5 ) 53 315 Bl e Gl 28060 358 5 Kile

Artinya:“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang
perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan,
ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu
(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmul dari
istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan
sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu)
istri-istri  anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam
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pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.
Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (23). Dan (diharamkan juga kamu
menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang)
yang kamu milikil sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain
(perempuan-perempuan) yang demikian itu2 jika kamu berusaha dengan hartamu untuk
menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari
mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak
mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan.3
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (24)”

Maka terlihat sepintas apa yang terjadi di Minangkabau bertentangan dengan hukum
Islam tetapi, jika diamati dan dianalisa secara mendalam apa yang terjadi di Minangkabau
tidaklah berseberangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat walaupun adat
Minangkabau melarang nikah sesuku tetapi mereka tidak pernah membatalkan dan
menganggap tidak sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku. Hal ini mengindikasikan
bahwa pernikahan sesuku larangannya bukan berarti haram. Karena, indikator dari kata
haram dalam pernikahan berarti batal atau di fasakhkan. Penting untuk dipahami bahwa ada
perbedaan yang signifikan antara "mengharamkan” dan "melarang”. Sebab, apa yang
dilarang menurut adat belum tentu dilarang menurut agama, namun apa yang dilarang
menurut agama, harus dilarang menurut adat.

Dengan demikian larangan perkawinan antar suku dalam hukum Islam termasuk
dalam kategori mubah. Larangan perkawinan antar suku dalam adat Minangkabau secara
tidak langsung disebutkan oleh Nabi SAW dengan larangan menikahkan saudara sepupu.

Diriwayatkan dalam sebuah hadis "Janganlah kalian nikahi wanita karib kerabat yang
dekat karena anak kelak tertitahkan garing. yang demikian karena akibat lemahnya syahwat
pada wanita kerabat dekat”, keterangan ini yang dituturkan as-Syarbiny dalam Kitab
Syarhnya al-Manhaj an-Nawawy. Namun Ibn Shalah menyatakan bahwa hadits ini tidak
didapati asal kepastiannya, Ibn Atsir mengelompokkan kedalam Kitab An-Nihaayah Fi
Ghoriib Al-Hadits wa Atsaar (kitab yang menerangkan aneka hadits-hadits yang asing)
(Ahmad A.-H. B., 2004).

Mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan, maka perbuatan tersebut dilarang
sebagaimana bunyi ayat 87 pada surat Al-Maidah: L

Ol Canh Y ) () T35 ¥ 5 a&T 4 JaT G el 134538 W 3l (3l L

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu
yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”

Menurut hasil wawancara dengan Ustadz H. A Raesa, SH, M. Pd menyampaikan
bahwa,

“Larangan kawin sasuku ini adalah memandang strata sosial. Artinya apabila ini
terjadi maka akan susah dan rumit untuk memberikan posisi ketika terjadi baralek (pesta)
menurut adat. Didalam agama sendiri tidak ditemukan larangan kawin sasuku ini, sehingga
yang menjadi rujukan atau patron adalah Istihsan. Dan juga menurut sumber terlalu rumit
berbicara tentang larangan kawin sasuku ini di Minangkabau, karena adat di Minangkabau
menganut sistim Matrilineal bukan Patrilineal.” (H. A Raesa, SH, M. Pd, wawancara 17 Juli
2024)

Adat Minangkabau menyamakan masyarakat dalam pergaulan kehidupan baik si kaya
maupun si miskin, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Tetapi, jika melakukan
suatu perbuatan yang tidak biasa dilakukan oleh orang banyak maka perbuatan aneh
tersebut berakibat pada pelakunya dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Dikarenakan
pernikahan sesuku tidak lazim dilakukan oleh masyarakat Minangkabau maka pelakunya
tentu akan dikucilkan dari pergaulan kehidupannya.

68



Menurut hasil wawancara penulis dengan Syaikhul Madrasah Pondok Pesantren
Ashabul Yamin buya H. Zamzami Yunus, beliau mengatakan bahwa, larangan kawin
sasuku dinagari Lasi ada 2 versi yaitu:

Larangan ini bersifat tidak membatalkan akad yang telah terjadi

Larangan kawin sasuku adalah sebuah tradisi yang turun temurun yang di dasarkan
dari sebuah kesepakatan para penghulu adat dinagari Lasi (H. Zamzami Yunus, wawancara
16 Juli 2024)

PEMBAHASAN

Setelah mengemukakan hasil penelitian maka diungkap analisis terhadap apa yang
terjadi dalam masyarakat nagari lasi tentang larangan perkawinan sesuku, masyarakat
minangkabau menganggap yang sasuku itu merupakan orang yang satu darah menurut
matrilineal, sekaum, walau mereka beda kampung akan tetapi memiliki suku yang sama,
mereka tetap dianggap satu darah.

1. Pertimbangan kaum adat di nagari lasi merupakan fenomena yang terjadi di tengah-
tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan Melihat dampaknya yang begitu besar
meskipun ada kebaikan dalam nikah sesuku namun kemudharatan tersebut lebih
diutamakan dari mengambil manfaat.

Kawin sasuku dalam masyarakat adat Minangkabau di kanagarian lasi kecamatan
Canduang kabupaten Agam dilarang, apabila ada dalam masyarakat yang memaksa
melakukan kawin sasuku maka akan ada konsekuensi yang akan didapat. Apabila ada
masyarakat yang melanggar, maka ia akan diberikan sanksi yaitu: akan diberi denda yang
akan diberikan oleh ninik mamak, biasanya denda akan menyesuaikan keadaan. Serta akan
dibuang sepanjang adat sampai dia membayar denda yang telah diberikan ninik mamak.

Pelanggaran dilarangnya kawin sasuku itu dikarenakan: Orang yang sasuku dianggap
satu keluarga dan satu darah. Menjaga keharmonisan sosial, baik hubungan antara keluarga
maupun hubungan antar masyarakat. Dan menghindari adanya musibah dalam keluarga
tersebut seperti, tidak memiliki anak, terjadi permasalahan fisik anak seperti kurang sehat
akalnya. Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, dan banyak berdampak
buruk kepada masyarakat yang melakukan, maka dengan itu harus adanya larangan
melakukan kawin sasuku tersebut.

Alasan yang digunakan oleh adat, pada dasarnya sama dengan aturan Islam, alasan itu
antara lain: Menurut Atsar Sebagaimana ada salah satu rujukan yang menganjurkan untuk
melangsungkan perkawinan dengan kerabat jauh yaitu diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi
dalam Kitab Gharibul Hadits bahwa Umar Bin Khattab berkata kepada keluarga Sa’ibi :
kawinlah kamu dengan orang lain (bukan kerabat dekat) jangan kamu lemahkan
keturunanmu Maksud atsar di atas adalah janganlah kamu kawin dengan kerabat dekat, jika
hal itu tetap dilangsungkan maka keturunanmu akan lemah. Jika kamu tidak ingin
keturunanmu menjadi lemah maka kawinlah dengan kerabat jauh.

2. Analisis terhadap tanggapan masyarakat tentang larangan kawin sasuku

Adapun yang menjadi pertimbangan kaum adat dan tanggapan mereka terhadap
larangan kawin sasuku perlu dilihat dari segi pandangan hukum islam, pertimbangan kaum
adat adalah agar jangan terjadi perpecahan dalam masyarakat yang menyebabkan satu pihak
dianggap melanggar adat satu pihak lain bersikukuh dengan adat, maka para pihak tidak
terwujud kedamaian. Oleh sebab itu kemaslahatan merupakan pertimbangan kaum adat
hanya saja ditinjau dari segi aturan hukum islam memang tidak dilarang kawin sasuku
tetapi tidak dianjurkan, bila tidak dilarang dan tidak dianjurkan maka kebiasaan yang tidak
memberlakukan kawin sasuku itu bisa mewujudkan kebaikan dalam masyrakat yang diikat
dengan rasa persaudaraan.

Dilihat dari pertimbangan para tokoh adat dan tokoh agam tentang larangan kawin
sasuku tidsak jauh berbeda dari segi pertimbangan kemaslahatan. Menikah dengan satu
suku menurut ajaran minangkabau bukanlah hal yang baik sehingga bagi mereka yang
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melanggar dikenakan sanksi moral seperti dikucilkan dari pergaulandan masyarakat.

Dalam perspektif hukum islam, larangan nikah sasuku pada dasarnya adalah boleh
karena untuk menghindari kemudaratan yang muncul dari perkawinan tersebut. Hal itu
tergambar dalam satu kaedah yang dipergunakan sebagai dasar untuk mencarikan solusi
ketika ada persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat seperti halnya yang terjadi di
masyarakat minangkabau yaitu larangan kawin sasuku.

Dari hasil wawncara penulis dengan salah seorang guru besar UIN Bukittinggi Prof
Dr. Busyro, M. Ag, mengatakan bahwa,

“kawin sasuku ini lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Kawin sasuku akan
menjadi embrio perpecahan antara saatu kaum bahkan satu suku. Maka konsep istihsan bil
Ur’f sangat tepat untuk dijadikan sebagai landasan hukum terhadap larangan kawin sasuku
ini.” (Prof Dr. Busyro, M. Ag, wawancara 16 Juli 2024)

Dan juga sebagaimana penjelasan oleh Umar Bin Khatab,

4 clailh 4l e Ta g aSaad a5 1 mlla F1 (e T8 dand a3l a2y 2l e L

“Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan yang lebih baik setelah Islam selain
daripada kenikmatan memiliki saudara /sahabat yang saleh (baik). Apabila engkau dapati
salah seorang sahabat yang baik maka pegang lah erat-erat.”

Didalam Islam ada metode untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat yang belum ditemui dalil dan hukumnya. Yaitu konsep magasyidu
syariah dan Istihsan yang bisa dijadikan solusi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi ditengah-tengah masyarakat, baik itu yang menyangkut dengan persoalan agama
maupun persoalan adat.

SIMPULAN

1. Pertimbangan kaum adat dan tanggapan mereka terhadap larangan kawin sasuku adalah
agar jangan terjadi perpecahan dalam masyarakat yang menyebabkan satu pihak
dianggap melanggar adat yang satu pihak lain bersikukuh dengan adat.

Dampak pertimbangan kaum adat Nagari Lasi terhadap orang yang melanggar kawin
sasuku merupakan melanggar adat secara utuh yang mngakibatkan munculnya
kesenjangan sosial dan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat.

2. Tanggapan pemuka masyarakat, bundo kanduang, generasi muda menganggap bahwa
kawin sasuku ini sebagai larangan yang telah berlaku secara turun temurun di salingka
Nagari Lasi yang wajib dipatuhi sehingga apabila larangan ini dilakukan atau dilanggar
oleh masyarakat salingka Nagari Lasi akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan
yang telah ditetapkan di Kerapatan Adat Nagari Lasi (KAN)

3. Dilihat dari perspektif hukum Islam larangan kawin sasuku tidak ada persoalan dalam
hukum Islam karena tidak membatalkan hal-hal yang dianjurkan dalam hukum Islam,
akan tetapi hanya dilarang menurut adat dan jika melanggar dikenakan sanksi menurut
adat.
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